BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINGT SULAWESL TENGGARA

PERATURAN RUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR |4 TAHUN 20L&

TENTADCG

PEMBENTUKAN DAN TATA KELOLA ORGANISAS] LAYANAN FENGADAAN
SECARA ELEKTRONIE (LPSE) KABUPATEN KONAWE EEPULAUAN

Menimbanp ;

Menpingat:

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAFA Z5A

a.

L.

BUPATI KONAWE KEPULALUAN,

bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara
elektronilr dalnm roanpgki chizienai, eleklifiton,
frataparansi, persaingan sehat dan akunlatalitus dalam
pengadaan  barangfjasa pemerintah perlu  dilengkapi
EErANA lan prasarana vang meameadai,

.bahwa untuk menjamin  kelancaren pelaksanaan,

menjaga kelanpsungsan peiEacdsan barang fjasa
pemerintah secara elekironik dan ntuk melaksanakan
Feroturan  Kepala  Jembmpa  Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemenniah [LKPP} Womar 02 Tahun 20140
lenitang lavartan pengadaan secara elektrooik dan untak
menjamin tala kelola LESE,jo. Perataran Kepala Lembaga
lKehirakan Pengadaan Bamng/Jasa Pemenntah Nomor 09
Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan
Gecara Elcktronik, maka perlu membentuk Organisast
Layanan Iengadaan Sccara Hlekironik |[LPSE) Kabupaten
Konawe kecpulauan yang ditctapkan dengan Peraturan
Burpati.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 fentang

Fenyelenggaraan MNegara PBebas KorupsiKeolusi dan
Mepotisme [Letmbaran Negara Bepublik Indonesia Tahun
1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 13140);

- Undang-Undang Nomor 17 Tsbun 2003 tepntang

Kecuangan Negara [Lembaran Negars Republik [ndonesia
Talhiun 2003 MNomor 61, Tambahan Lembaran Negama

Fepublik Indonesia Nomor 4421);

 Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang

Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuonpan Negars
(Lembaron Negara Republk [ndenesia Tahun 2004
Momor M6, Tambahon Lembaran HNegara Fepublik
Indonesia Nornor 4 1000;

melang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Permeriniah daerah (Lembaran Neeara Republik [ndonesia



.

Menetapkan

5. Undang-Undarng Nomer 11 Tahun 2008 fenkang
Informasi dan Transaks: Elektronik (Lembaran Negace
Republik lndonesis Tabun 2008 Nomor 58, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4843},

6, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pembenivian Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi
Sulawcesi Tengpata [Jembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2003 Nomotr 51, Tembahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4843);

7. Peraturan Pemerintab: Nomor B8 Tabun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578}

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenbang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 29, Tambaben Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor S8587);

9 Peraturan Presiden Nomer 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadusn BarmngfJasa Pernerintab;

I0. PFeraturan Prezsiden Bomor 34 Tabun 2010 fentang
Pengadaan Rarang/Jasa Pemerntah  sebapaimanas
terakhir dirubah dengan Peraturen Presiden Nomer 4
tahunn 2016, Pemerintah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Homor 1532k

L1, Peraturen Deersh hxbupslen Konawe Kepulaen Momor
2 Tahun 2016 tenlane Pembeniukan dan Susunan
Orgamisnsi  Peranplat Deerafh Kabupsien  Konoswe
Kepuluan [Lembaran Daerah Tabhun 201G Momor 3).

MEMUTUSKAN :

PEEATURAN BLUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
AN TATA KELOQLA ORGANISAS] LAYANAN PENGADAAN
SCCARA ELEKTRONIK [LPSE] KAOBUPATEEN KONAWE
KILPLILAUAN

BABI
KETENTUAN UMLM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimalksud dengan ¢

1. Dacrah adalah Kabupaten Konawe kepulauan:

2. Pemnerintah Dasrah adalab Pernenntah Eabupaten
Konawe kepulausn;

3. Bupati adalah Bupatl Konawe kepulzuan;

4. e-Procuremen! adalah proses pengadaan bearang/jasa
pemerintah yang pelak=anaannya dilaloukan secara
elektronik yang berbasis web/iotermet dengan
mermanifaatiesn  fasilitas  teknolopd  komuniksasi dan
informasi yvang mcliputi pelolangan umum seccara
glelttotull  yang diselenggaralan oléh Layabat
Pengadaan  Jecarz Elslironik  (LPSE}  melslui
ket Inse oonkapianh net
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10.

11.

13.

13.

14.

1a.

16.

17.

18.

danfatau Anpparan Pendapatan dan Belanja Dracrah
{APBD Kabupaten Konawe Eeptlavat;

Pengpuna Angparan selanjuinya discbut PA adalah
pejabal peimegang bewenangan penpgUITIART SEEEATAT
OFPD;

Kunsa Penpiuna Anpgaran yang selanjutnyn disebut
KFA adalah pejabat yanp ditetapkan oleh PA untuk
mengrunakat APBN atau ditetapkan oleh Kepals
Dearah untlc mengmunakan AP

Layanan Pengadaan Secara  Elektronik  yang
selanjutmya discbut LPSE memipakan unit kens yang
dibentitk oleh Pemerintah Dramrah untuk
menyelenpgarakan sistem  pelayanan pengadaan
barang/fjasa secara elekironik (SPSE];

Lembage Eebijoltan Pengadaan Barang/.Jasa
Femerintah vang selanjuimyae disebut LEPF adalah
letnbapa Pemeriniab yanp berfupas mengembanpliagg
dan merumuskan kebijalian Pengadann Batang/Jasa
scbagaimana dimaksud dalam Perafuran Presiden
Nomor 136 Tahun 2007 tentang Lembuga Kebijakan
Fengadaan Barang/.Jasza Pemerintah;

Fejabat Femboat Komitmen yang selanjatnya disebut
FPK ndalah pejabat yang bertanpggung jawab atas
pelaksanaan pengadaar barangfjass;

Pejabat Pengadaan adslah personil yvang memiliki
Sertifileat  Keahlian Pengedaan Barang/Jasa yang
melaksanaken penpadaan barang fjasa;

Penpadaan Barong/Joss Pomernintah Yang
diselanjulnya disebut denpan Pengadaan Barangf.Jasa
adalah keplatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
QP yany prosesnya dimulai darl  perencanaan
kebnluban sampad disclesaikannya seluruh kegiatan
uniuk memperoleh Barang/ Jasa;

Sistem  Dengadaan  Becarna  Elektroavik  selanjutnys
dizingkat SPSL adaltzh kesistemarn meliputi aplikasi
perangkat hingk [aplikasi SPEE] dan databasc c-
procurement yang dikembongkun oleh LKPP wnmlk
dipunakan vleh LPSE, dan infrastrukbymya;

cslam Layanan Administrasi Pengadaan Barvang/.Jasa,
aclanjulnys disingkat SULAP adalah apliltasi yang
dapat dipunakan untuk transformast data Lelang
antara PA_PPKE dan Polja sebelum memasuld tahapan
lelang melalui SPEE;

Elekironik Data selaniutnya diginekat E-data adalah
aplikasi data elektronik yang berfungsi sebagal media
informasi dan adminisirasi elektronik pada LI'SE.
Elektronik, Monitoring dan Evaluasl sclanjulnya
disingkat E-Monev adalah aplihasi ekses dala hasil
pelakzanaan lelang SPSE yany bwerisl kalkulasi data
per keglatan Lelang penpadasn barang) iasa.

Froppuna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang
mermihikl bak zakszes kepada SPSE direpresentaszikan
nich user if dan password yang dibernkan vich LESE;
Penyedia BartangfJasa adalah badan usaha dan/atan
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19, Partal pengadsasn secara clektromik adalah pinta
gerbang  sistem  informasi elekironik yang  terkait
denpun  informasi pengadaan barangfjasa  scoara
clekitonik yang dikelcla LP3E,

2. Sertilikat Keshlian Pengadaan harangf.Jasa  adzlab
tanda bukti  pengaluan  atas  kempetensi  dan
kermampuan profesi di bidang pengadann barang/jasa
vang dikeluarkan LKFP;

2F. Unit Layanun Pengadaan yang sclanjutnya disebut
ULP adalah unit oreanisasi pemerintah yang berfunesi
melaksanakan penpadsaan barangfjasa yang bersifat
permanent;

22 Kelompok Kerfa ULP sslanjutanya disingkat POHEJA
ULP adnlah tim yang digtgkat olel Kepala ULP untuk
melaksanakan pemilihan pensyedia barang/jasw;

%, User D adalah nama atan pengenal unik sebagat
identitas Pengpuna SPSE yang digunakan untuk
beroperasi di dalam S8P5E:;

24, Password adalegh kurmpulan karakter atau stning yang
diFunakan olel Pengpuna SPEE untuk memvyenfikasi
User ITr dalam SPSE;

25. Sisuin Informes! Kinerja Penyedia selanjutanya di
sitiekat BIKAP adalah aplikasi yang diperuntukan bayg
penyedia dalam mengakases aplikasi SPEE versi 4.0;

26, Anpgaran Pendapatan dan Belaoma Daergh yvang
selanjutnye discbut APBD adalab rencana Keuangat
tahunan pemerintahian daerah yang dibahas dan
diretujnd bersamwa oleh pemerintab daeraly dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB H
PEMBENTUEKAN, TUGAS DAN FUNGS] LFSE

Pasal 2

Pemermtah Dacrah  Kabupaten Keonawe Hepulauan
membentuk LPSE yang berada di Bagian Fembanpunan
Sekretanat Daerah Kabupaten Konawe Kepulaunan untuk
memiasilitasi PA,EPA,FPE,ULP/Pokija ULPfPejabat
Fengndaan  Barongfjasa dalam  menitering  dan
akuntabilitas pelaksanakan pengadaan  barang/jasa
secara elektronik.

Pasal 3

{1} LVSE zebagaimana dimaksud 1’asal 2 mempunyai
tugas scbagai berkoat -
a. Memifasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana
UM pengadaan;
b. Memfasilitasi ULPfPokja ULP/Pejabat Pengadaan
MENAYANEFKAD PRI, pelaksanaon

pengadaan;

c. Memihsilitnsi ULP/Polga UL Pajabat Pengadaan
mclaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa

monnem nlalekesesler



SFSL dan Aplikasi yanp di kembangken dalam
rangka slandarisasi LPSE.

[2) Aplikasi yuny dimaksud pada pasal 3 huraf d diatas

adalah aplikasi Sulap, E-data dan E-Monev denpsn

keteniian sebagai berioat:

a. Sulap difungsikan scbhapga media transformasi data,
lelang aotara PPK dan Fokia ULP untuk menjamin
kerahasingan dokimen lelang sebelunt mesuk peds
Luhapan lelang di SPSE:;

bB. BE-daly bLerfungsi sebagal media komurokasi dan
informas antara pengpuna SPSE dan Tim LPSE
dalum tata kelola administrasi LP3E;

c. E Monev berfunpsi sebapat saratta informasi bagl
PA dan O1'D yang memerlukan data monitoning dan
evalunsi pelaksanasn Penpadaan Barang/Jasa.

d. Tata kelola pelakszataan aplikasi vang dimaksud
diatas  dilaksanakan sccara bertahap dan
elisvaluasi nleh Bupati.

(2] LFRE dapat rnelayani kebutuhan

BUMN /BUMD/ Organisasi non-Petnerintah
melaksanakan  pengadaan  barangfjasa  secamm
clektranik.

(4] LPSE tdok melaksanokan dan Sdak bertangeung

Jawab terhadap pembuatan paket  pengadaan
barangfjasa pecmenntah, ponentuan metode dan
PrruyHra lan pengadaan, P LIS Judwal
peogadasn dan perubshannya, isi dokumen
pengadaan beserta adendwmnya, isi penpumuman,
izian data kualifikasi dari penyedia barang/ja=a, berita
acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran,
hasil evaluasi, herirs, acary hasil
pelelangan f zeleksif pemilihan langsung, penetapan
pemenang dan penglimuman, serfa s sanggaban dan
jawabarn.

Pasal 4

Dalamr melaksapakan apas sebagaimana  dimaksad
dalam Pasal 3 ayat (1], LPBE mcoyclengparakan fungsi
sebapal berikat :

a.

Ao

Fetiyusuniany program  Legiaterl,  Ketatauvsahaan,
evaluasl dan  pelaporan  pengelolaan  Pengadasn
Barang fJass secara elektronik;

Pengelolaan SPSE dan infrastrubburmys;

Pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
Felakszanaan pelayanan pelatihan dan dukungan
teknis penpoperasian SFSE.



BAE I
ORCANISASI

Fasal &

(1} Organisasi LPSE berbentulk Tim LI*SE.

(2) Tim  LPSE scbagaimana dimaksud ayat (1) dibentulk
tlenpan Keputusatl Bupati.

[3) Bagan Susursn Drgamsasi Tim LPSE sebagaimana
dimaksud ayat (1) lercantum  dalam  latopiran

Faraturan Bupati ini.
Fasal 6

Susunan organisasi LPEE schbagaimana dimnaksud Pasal 5
ayar (1) terdivi dari

a. Kepala,;

h. Sekrerariat;

c. Unit Administragsi Sistern Elektronik;

d. Unil Regiatrasi dan Verifikasi;

e. Unit Eayanan dan Dulungan.

Pasal 7

Ecpala LPARE mempunyal tugas mermnmpin LPSE dalam
mernjalankan mgas dan fungsi LI'3E.

Pazal 8

(1} Sckrctariat meEmpuyad ugas melaksanalkan
koordinasi, ketatausahiaan, pembinaan dan
pengendalian terbiadap Program, kegiatan,
administrazi dan sumber daya i linglongan LPRE.

(2} Dalam meclaksaneksn tupes scbhagaimena dimaksd
pada ayat {1}, Sekretariat menyelengparakan fomgsi:

a. Koordinasi kegiatan di lingkunpan LPSE dan
lembags terkait;

b. Penyelenggaraan letatausahaan dan pengelolaan
admimstrast umum unmk mendukung kelanceran
pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;

c. Pongelolaan sarana, pragsarana, dan sumber ey,

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
e, Pelakzanaan ugas [2in yang d:benlan wleh Kepala
LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi,

Pasal 9

(1] Unit Administrast Sistem Elekironik memnpleayai logas
melgksanakan pengelolaan 3P3E,

(2 Dalam melakgzanakan mpas sebepgaimana dimaksud
pada ayal (1), Unit Adminisirasi Sistem Elekironik
menyelenpearakan funws:

a. Penyiapan dan pemeliharaan perangksl unak,



-

c. Pemberian informasi kepade LKPP tentang kendala
teknis yang terjadi di LPSE;
d. Pelaksanazn instruksi teknis dari LKFI%

Fusal 10

(1] Unit Registrasi dan WVerifikasi mempunyal tugas
melgltsanakan pengelolaan registrasi dan verifikas)
Penpsine HSPSE,

(2) Dalam melaksanakan ueas: sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Unit Remstrasi dan  Verifilasi
mernyelenggaralian fungsi:

a. Pelavanan pendaltaran Pengguna 3P3E;

b. Penyampaian informust kepada calon Pengguna
SP3E tentang kelengkapan dokumen yang
dipersyaratkan;

c. Verhkasi selurah dokurmen dan infermasi schaged
persyaratan pendaftaran pengeuna 3PSIE;

1. Pengelalaan arsip dan dokumen penpguna SPSIE.

{3) Unit Registrasi  Jan Verifikasi  berhal untuk
menyetujui  atau  menelak pendaftaran  Pengguine
SPBIE,

[4) Unit Regiaraal dan Verilikasi dapat menonaktifkan
User 1D dan Password Pengmune SPSE  apabila
diternukan pclanggaran terhadap persyaratan dan
ketentuen penggunaan SPS5E, dan permintasn docs
PAJKPASPPK dan ULP/Fokja ULPfPejabat Pengadaan
berkaitan dengun blackfsl.

Pasal 11

(1) Unit Layanon dan Dukungan mempunyal tagas
melaksanakan pelayanan pelabhan dan dukungan
{eknis pengoperastan aplikasi SPSE.

() Nalam melaksanakan fupgas sebagaimana dimaksod
pada  ayal (1), Ul Tayanan dan  Dukangan
menyelenpearakan fungsi:

. Pembenan lavanan konsuHast mengenad
proses  pengadaan barpnpfiasa secdrd
cloldtrondlc

b. Pemberian informasi entang fasilitaz dan fitur
aplikazi BF3E;

£. "enanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;

. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SFSE.

Pasal 13

D1 lingkungan LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional
sesUAl dengan ketentuan peraniran perundang-
undatigarn.



BAB IV
TIM LPSE

Prasal 13

(1) Titn LPSE adalah pepawal negerl atau (enaga Honorer
vatg ditugaskan meojalankan tugas dan fungsi LPSE
yarg selanjutnya ditetapkan dengan Surat Eeputusan
Eupati.

(2] Th]lp?.rPEE wajth remenuhi persyaratan scbagzn berikut:
a. Memiliki kualiikasi teknis dan manajcrial;

b. Memiliki inwegettas moral, disiplin dan tanggping
juwab dalam melaksanakan togas.

{3]) Tim LPSE dilarang merangkap menjadi
PHE fULEf Tolja ULP/ Pejabat Pengadaan.

f4) Tim LPSE tidak wajib memilika Sertilikat Keahlian
Pengadaan Barangflasa.

BAB V
KARIEE, TUNJANGAN, HONORARIUM, DAN PENDIDIKAN

Pasal 14

Pegawal Negeri yang ditogaskan di LFSE berhak
mendapetkan jenjang karier strukdbural atay fungsional
sl peraturan pemindang-undangat.

IPazal 15

(1] Pegawal Negen yang ditugaskan di LPSE sebagai
pejabat atan pelaksana berhalkk menernma tunjangan
atan tambahan penghasilan vang besarnys sesual
hemnampuan Petnerintakb Da=rah deTipan
memperhatikan beban, kemdisi, atan prestas kega.

{2) Tumangan atay lambahan penghasilan stbagmmana
dimaksd pade avat [([f ditetapkan berdasatkan
ketentiian yang berlaloa.

Paszal 16

{1) Pegaewal LPSE diberkan honorarium yanp besarmya
tisesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah
detigan memperhatikan beban kerja.

() Honoranum schagaimana dimakesud pada ayat {1)
ditetapkan denigan Keputusan Bupati.

Pasal 17
LPSE clapat roerimgkatlan p&rtgﬂ‘rﬂ,htlﬁ_n lan

keterampilan pepawaitya melalui pendidikan formal atan
non-formnal sesuar dengan lingkap pekerjaan TP,



BAB V]
TATA KEILIA

Pasal 18

(1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan
PA/KPA/PPK/ULE/ Pokja ULP Pejabat Pengudaan,
(2] LESE berkoordinasi dengan LEPP.

Pagal 19

(1) Hubungan keria. LPSE dengan
PA/KPA/FPR/ULP Polija  ULP/Pejpbat Pengadaan,
antara [ain;

a. Mombenbkan dukungan teknmn berlatan denpgan
PANAYATIERDN  encana umum  pengadaan  dan
pengumuman pengadaan dalam Portal Penpadaan
Nusional;

b. Melzksanakan loordinasi dan konsultasi dalam
rangka penyelesaian permasalahan teknis proses
pengadaan barang/jase secara elekironis;

¢, Mengfasilitasi penggunaan aplikasi sebagaimane,
vang ersehnt pada pasal 3 avat 2 diatas.

d. Menerima masukan untuk peningkatan layanan
yang diberikkan aleh LPSI

I2) Koordinasi LPSE dengan LEKPI*, antara lain:

a. Melaksaneglan konsuiltaszi SERLLA] dengan
kebuiuban, dalam rangka penyelessian persoalan
vuany, dihadapi  dalam  proses  pengadaan
barangfja=za secara elekironik;

b, Memberikan infermasi dan wsulan telkmis kepada
LEKPT terkait permasalahan dan  pengembangan
pplikas) SI'EE.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Paszl 20

Semua biaya vang titmbul dalam rangks pembeniukan
dan pengelolaan LPSE  dibebankan kepada APED
Eabupaten Keonawe Kepujavan.

Pasal 21
Biaya pengelolaan kegatan LPERE cdiacwsackan secara

terpisaly sesuai dengan kebutuhan dasar pelayanan
LISE dalam rangka memenuhi standarisasi LPSE.



Babd Vil
STANDAK PROSEDUR OPERARIINAL

Paszal 22

{11 LP3E menyasun dan melaksanakan Standar
Prosedur  Operasional untuk menjamin
keberlangsungan penyelenpgarsan sistem pengadaan
barangfiasa secara eickironilk,

(2] Standar Prosedur (Iperasional sebagaimana dimalksud
pada ayal (1) selkurang lorangiya mencakup:

Repistrasi dan veriikasi Pengepuna SUSE;

Layanan Pengeuna SFSE,

Penanganan masalah [errer haredlingh;

Permneliharaan dan pengamanan infrasirokliar SP3E,

Permeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE;

Pengarsipan delkumen elektromk (file backup).

(3 Kewgjiban penyusunan Standar Prasadur Opetasional
sehapaimans dimaksud dalam ayar (1) dapat
dilabsanakan secara bevlahap oleh LFSE.

mepp o

Pasal 23

(1] Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi
dan verifkasi Pengguna SPSE sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 21 ayat {2} hurgf a wajib memenuhi
perevatralan dan tahapean sehagai beriloat
#. Bagl Penyedia Barang/Jasa:

1. Mclakukan petidaftaran secara online melalui
aplileas) SPSE;

2. Mengisl dan menyerahban Formulir Pendallsran
serle Formulir Keilbmtsertaan dengan dilampint
szalinan dokumen penunjeng dan menunjukkan
dekumen asli yang terdird dari
al KTP Direkbar/Pemilik  perusahazsnfPejabat

yang herwenang di perasahaan;

bl Akta pendinen peragehaan dan akta
perubahan terakhir {bila ada);

] Nomooe Polal: Wajib Pajak {(NPW1) Badan
Usaha/Penanppung Jawah Perusabaan bage
Icrusahaan Perséoranpan, ataun Perotangan
bagi Penycdia Barangf.Jara perorangan;

dl Surat {jin usaha sesuai bidang wusaha
Esing-rmasing.

b. Bagi Penppruns SPSE selain Penvedia Barang/Jasa,
neminjukkan asli dan menyerahkan salinan swrat
gas danfatay surat keputusan derl instansi
masing-masing,

(2) Verifilkasi kepada Fenyedia BarangfJaza adalah
kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan
dokumen sebagaimana dipersyarathan ayat {1] butir a
angka 2 dengan tujuan otentikasi idenbtas Penyedia
Rarang/.Jasa yong diasosiosikan dengan User 7 dan
Passward sebagal representasi dari penangeung jawab
suatu Badan Usaha/Perusahaan Pergeorangan, atau
Ferorangan.

f—— [ imrn = " ETE AN



(4} Untuk persiapan memasuki lelang di versi spse 4.0
seperti vang dimeksud pada pasal 22 ayat 3
dikoordinasikan olsh LPSE.

{5) LESE tidak perlu menambahbkan persyuralan regstrass
sclain yang diator peda ayat (1) peraburan  ini,
terkesuali, jika ara aturan FANE di
keluarkan ftelapkan oleh LKL

(&) LISE tidak perlu melakukan pemenksaan lapangan.

(7) Proses verililcasi tidsk memadakan proses peongisian,
pengiriman data  kualifikasi  oleh Menyedia
Barang ! fasaq,
dan Warifikas] data kualifiksnsi oieh TULPSPokja
LILP/Pejabat Pengadaan dalam prosce Peoogadaan
Barang/ Jasa.

(6] Formulir sebagairnana dimaksud pada ayat [1] huril a
anghka 2 dapat diperoleh pada aplikasi 5PSE,

(V] Pengpura 3PEE selain Penyedia BarangfJasa wang
dimaksud para ayat (1) horul b adalah ULP/Pokja
ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Aunditor, atau entitas
lain yarnp dilslzpksn dalam Syarat dop Ketentoan
Penypurian SPSE.

PFaeal 24

LFSE menvediakan:

(1) Ruang layanan pemastikan penawearan (dding room),
pelatihan, dan verifikasi.

(2} Akses inlernet dan internet untuk Pengguna 3PSk
vang herlunjung ke lokasi LPRE.

(3] Pelayanan  konsuliasi  penppunaan SPSE melalud
intarnet, telpon dan kunjungan ke kkantor LPSE.

(4] Pepgumuman atay informasi kepada Penggung SP3E
jika sedang menghadapi permasaleban eknis yang
dapal menghaimbat altivites Petigguna SPIE.

Pasal 25

(1) LPSE menanpani kendals telonis yveng tegadl dalam
penyelangparaan GPHE.

{2] LPSE mewgadi sqke dalam hal dokumen peogearan
tidaodk dupat dibuka oleh ULPfPokjz  ULPSPefuln
Penpadasn dan menuanpkannyvs delam benta acara
kezalzsian.

i3] LFBE dapat menecruskan kendala teknis ke LEPI? jika
berkaitan dengan:

a. Permmasalahan aplikasi BSPSE yang tidak dapat
tlizelesailian oleh LI'SE;

b. Permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi
SPSE.



Pasal 26

[1) .P3E membuat  mckanizme  pengelolaan dan
pengamanan server dan jaringan.

2) Pengelolaan serwer SPSE mengacu  kepada standar
penpslolaan data center,

(3} Pengaruran  ruang  serwer SESE antara lain
mempcrhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangsn
cati daya, dan Kearmatan fsike

4] Secver SPSE  production  dapat di simpan  pada
pelayanan server  bersama depgan kerenboan
penjaminan kerahasiaan dokumner.

(5] Semua pengunjung yang akan memesuld roang server
harus mendapat izin dari pejabat yaug herarenang di
LESE.

(5) Pengelolaan server SPEE harus memperhatikan aspek
vang memuidahkan unmibk kegiatan  permneliharaan
zepertl pemantavan, dolkumentasi, dan penyimpanan
data.

Pasal 27

(1] LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi
dan kapasitay hardisk dan RAM serta melakbukan
pengzantian/ penambahan  jika komponen  lersebut
mengalami kondist keitis,

() LPSE membual pengaturan bandwith inlemet dan
permantauan traffic

|3 LPSE  melalmkan pemantouan  terhadsp  keneks
interiet serrer SPSE dan scgera mengambil langkah
vang diperlukan jika terjadi gangguan konecksl.

(4] LPS3E memberikan pengumurmman jika  sedang
melakukan proses  pemeliharaan server  SPSE
dam falzy perangkal laim.

(5) LFSE memantau kdnerju pirunti luoak, piranti keras
dan jaringan, serta melakukan
peningketnn / pengpentivnf penwmbahan fiky diperlakan.,

{©) LM'SE memberikan  skees  kepada LKPP untuk
melakukan momtorng server SPAEIE.

Fasal 28

(1) LPSE harus melakukan back up terhadap file sistem
dan database BIP5E.

[2] Rack up dapat terpisal dengan server production.

() Keterntuan penpgarsipan dokuwnen clekironik mengikout
ketentuan yang berlak.

Fasal 29

[1} Pengelolaan Administrasi  data Izlang wapb
menggunakon aplikasi SULAP  wunluk  menjamin
kerahaziaan dokumen lelang

2] Ketentuan Pengeunaan Aplikasi SULAP diatur dan



L.

Pasal 31

Ketetituah mengenai  hubungsn, prosedor, dan
mekanisme kega LESE daput distur iebiln laojut oleh
Eepala LPEE,

BAB [X
PERCEPATAN PENERAIAN STANDARISASI LPSE

TMaszal 31

Dalam  melaksanakan tigas dan fungs! LPSE  wajib
menerapkan standarizasi yang melipud:

Stondar Dasar melipul

a. Btandar Kebijakan Layanan;

h. Standar 'engorganisasian Layanan,

e, SBtandar Penpelolaan Sumbar Daya Manusia;

d. Btandar Pengelolaan Angearan layanan.

2. Standar Menengah meliputi

a. Standar Pengeloaan Aset Layanan;

. Standar Pengeloalazn Resiko Layanan,
¢, Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk;
d. Standar Penpelolaan Perababan;

c. Standar penpclcalaan kapasitas.

3. Standar Afas meliputi:

a. Standar Pengelolasn Kelangsungan Layanan,
b. Standar Pengrlolaan Dukungan Layanan;
c. Standar Penpelolaan Hubungan dengan Pengguna

Layanan.

4. Standar Pepuh meliput:

Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat;

Standar Petigelolaan Keamanan Operasional Layanan;
Standar Pengelolaan Keamanan Setver dan Jarztipan;
Standar Peogelolaan Eepatuhan;

Standar pemilaian Intermal,

pRo T

Pasel 22

Ketentian penerapan standarnsas=i LPESE dilaksanakan secara
bertahap dan menyesuaikon kondisi sumber daya manusia
elan Keuangan cdaerah setta mengaca pada amvan yang i
tetaplkan aleh LEFP,



BAB [IX
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang —mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe kepulauan

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal ¥ Maret 2018

BUPATI E KEPULAUAN,

Diundangkan di Langara
pada tanggal, Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

TECEP TRISNAJAYADI MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680515 199703 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR (30

HMNUL*EH JM
Pembina TK.1, IV/b

NIP. 19700401 199703 1 007
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